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ABSTRAK

ASTRID ZAKINAH MAWADDAH, Implementasi Asas-asas Hukum
Islam Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kota Parepare (dibimbing oleh Bapak Moh.
Yasin Soumena dan Bapak Wahidin)

Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, tetapi negara yang
berpenduduk mayoritas muslim bahkan muslim terbesar di dunia. Walaupun begitu
hukum Islam belum bisa diterapkan sepenuhnya dikarenakan Islam bukanlah satu-
satunya agama di Indonesia. Maka dari itu untuk. mengintegrasikan hukum Islam
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia- dapat melalui pembentukan
peraturan perundang-undangan dengan memasukkan unsur-unsur hukum Islam
seperti asas-asas hukum Islam. Salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia
adalah peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah. Oleh karena itu
Hukum fIslam bisa diterapkan dalam,pembentukan peraturan daerah di'DPRD Kota
Parepare melalui asas-asas hukum Islam tersebut. DPRD kota Parepare menjalankan
fungsi legislasinya melalui badan legislasi daerah yaitu dimana badan tersebut
bertugas membentuk peraturan daerah Kota Parepare dengan mengikuti ketentuan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Implementasi Asas-
asas hukum lIslam yang terdiri dari asas dar'ul mafasid muqgoddam ala jalbi al
mashalih, asas fahm al mukallaf, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban
daripada hak, asas adam al haraj (tidak menyempitkan) dan terakhir asas keadilan
dalam fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian  Kkualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur’ penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
berperilaku yang dapat diamati yang.diarahkan-pada latar dan individu secara holistik
(utuh).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) asas dar 'ul mafasid muqoddam
ala jalbi al mashalih diterapkan dalam tahap perencanaan pembentukan peraturan
daerah | Kota Parepare dan “asas fahm al mukallaf diterapkan dalam tahap
penyebarluasan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare, 2) asas musyawarah
diterapkan pada tahap pembahasan jdanwpenetapan jpembentukan peraturan daerah
Kota Parepare dan asas‘mendahulukan “kewajiban. daripada hak diterapkan dalam
semua tahap pembentukan peraturansdaecrah Kota Parepare, namun belum optimal
dikarenakan masih ada anggota DPRD Kota Parepare yang melalaikan kewajibannya
yaitu dengan tidak menghadiri rapat, 3) asas adam al-haraj diterapkan melalui tahap
perencanaan dalam pembentukan peraturan daerah Kota Parepare dan asas keadilan
diterapkan mulai pada tahap perenctanaan sampai dengan penetapan dalam
pembentukan peraturan daerah, baik itu dirasakan oleh masyarakat maupun dari
anggota DPRD Kota Parepare.

Kata Kunci : Implementasi, Asas-asas Hukum Islam, Fungsi Legislasi



DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.....ooiiiiiiiiiiiiii e i
HALAMAN PENGAJUAN ......oooiiiii e ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.......cooiiiiiiieee s iv

HALAMAN PENGESAHAN KO IMBING ... v

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJL. ..o Vi
KATA PENGANTAR L it e vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI......cooooiiiiiiiiiie iX

2.2.1 Konsep Implementasi..........cccooereienininiiinieeeeeseei 11
2.2.2 Konsep Fungsi Legislas .........ccccoeveiiiiiiniiieeccccscee 14
2.2.3 Konsep HUKUM ISIam........cocoviiiiiieeeeee 25

2.3 Tinjauan KonSePtUal ..........cccverviieiierisie e 38

Xi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



2.4 Kerangka PiKir.........cccvoiiiiieieeie s 41

BAB Il METODE PENELITIAN
3.1 JeNIS PENEIITIAN ... 43

3.2 Lokasi dam Waktu

i asas Dar 'ul Mafasid

m Al Mukallaf dalam f

DAFTAR PUSTAKA . e 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN

xii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR GAMBAR
No Judul Gambar Halaman
1. Gambar Kerangka Pikir 42
2. Dokumentasi Lampiran

13l

PAREPARE

Xiii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR LAMPIRAN

No.
Judul Lampiran
Lampiran
Lampiran 1 | Surat Izin Melaksan nelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2

hasan Ranperda DPRD
a Anggota DPRD Kota

idup Penulis

13l

PAREPARE

Xiv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam figih siyasah dusturiyah terkait mengenai legislasi atau kekuasaan

legislatif disebut dengan istilah al- -tasri’iyah Yyaitu kekuasaan pemerintah

dalam membuat dan menetag g kekuasaan eksekutif (al-sulthah

kekuasaan atau
Jiberlakukan

diturunkan

lam (hukum Islam). D , kekuasaan

eh lembaga Ahlu ahalli pakan orang

rumuskan serta mem akan dalam

rkan atas nama umat.” Oleh t dua fungsi

dilakukan ol al Aqdi : pe membentuk

ai yang terdapat d an dan Hadi 2. melakukan

if (ijtihad) te ng secara teg disebutkan

-Qur’an <P Adn ElpnijElErsebut A

Ili wal aqdi

*Mochamad Amaluddin Alwi, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem
Bikameral di Insonesia Perspektif Figih Siyasah”, (Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018), h. 7.

2 Mochamad Amaluddin Alwi, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem
Bikameral di Indonesia Perspektif Figih Siyasah”, h. 8.

*Budiarti, “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan
Islam,” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 3, no. 2, 2017), h. 44.
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Asas-asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat
muslim yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis Rasul dalam melakukan sesuatu.
Ada beberapa asas-asas hukum Islam yang bersifat umum. Sifat hukum itu

dikembangkan oleh akal pikiran manusia, asas-asas hukum Islam tersebut terdiri dari

asas dar’ul mafasid mugoddam al mashalih, asas fahm al mukallaf, asas

musyawarah, asas mendah Ja_hak, asas adam al haraj (tidak

menyempitkan) dan te sebut bersifat umum namun
bersumber dari Al-Qu
egara yang

Islam yang

sumber dari Al-Qur’an ipakan salah

satu su m pembangunan huku unan hukum

da nilai-nilai moral reli bahwa nilai-

ur i ah membumi di Indonesia bagai patok

pijakan merumuskan . 3 ajaran Islam

yang te raktikkan dal masyarakat oleh

esia telah b . Nilai-nilai | ncasila juga

keindonesiaan.® Melihat hal itu sudah seharusnya hukum Islam bisa terapkan

*Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, (Semarang:
Pustaka Pelajar, 2015), h. 222-248.

*Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 1.

®Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 79.
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sepenuhnya di Indonesia tetapi menurut pengakuan DPR, MPR dan lembaga hukum
yang berwenang mengurusi masalah hukum itu sendiri hal itu tidak bisa diaplikasikan
sepenuhnya dikarenakan Islam bukanlah satu-satunya agama yang ada di Indonesia.

Belum lagi hukum Islam yang dibilang terlalu kejam dalam aplikasi penerapan si

objek hukum. Padahal hukum Is kti ampuh guna menghilangkan atau

setidaknya memperkecil suatu pemerintahan. Asal
penerapannya merata mbelian hukum.’
Qanun atau peraturan

perunda perundang-

undangz a, penetrasi

hukum turan perundangan seca dinyatakan
secara kum Islam. Kedua, p ke dalam

an secara eksplisit di kum Islam.
Namun yang paling cocok dan i emungkinan

nasi bangsa gat bangsa

k legislasi dengan pkan hukum

Islam o i ngintegrasika asas hukum

langan yang
U pancasila dan

UUD 1945° dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia. Salah satu

"Syarif Achmad, ”Hukum Islam di Indonesia, bisakah?,
https://syarifachmad.wordpress.com/2010/03/13/hukum-islam-di-indonesia-bisakah/ (9 Mei 2019).

& Ali Imron, Legal Responsibility: membumikan asas Hukum Islam di Indonesia, h. 220.

°*Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Depok: PT. Raja
Grafindo Persada, 2015), h. 62.
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peraturan perundang-undangan Indonesia adalah peraturan daerah yang dibuat oleh
DPRD dan kepala daerah yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan
desentralisasi dimana masyarakat atau pemerintahan daerah setempat diberikan

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau yang sudah

lazim disebut yaitu diberi hak oton

Meskipun sekara g-undang atau aturan yang
bernuansa Islam tet tersebut han untuk masyarakat yang
beragama Islam saja berlaku secara nasion apat juga dikatakan tidak
berlaku ari berbagai
macam
seluruh akan menimbulkan t e elah  terjadi
diskrim slim dan akan menghil i kaan bangsa
Indones : ngan mengintergrasikan
maka dapat dikatakan hu
upun hanya

dan tida i as bersifat um

dari Al- dan Hadis R

Perwakip NR[ErMﬂEaga perwa
1e

Bab VI bagian kedua Pasal 365 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Kedudukan MPR, DPD, DPR, dan DPRD Menyatakan DPRD memiliki

10Ali Zainal Abidin, “Hukum menerapkan perda syariah ", https://islami.co/hukum-
menerapkan-perda-syariah/ (12 Mei 2019).
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Fungsi antara lain : (1) Fungsi Legislasi, (2) Fungsi Anggaran, (3) Fungsi
Pengawasan. '

Salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi berkaitan dengan fungsi DPRD
dalam membentuk peraturan daerah yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari
DPRD sebagai perwujudan seIMkuasaan legislatif di daerah-daerah.
Dalam penyusunan peraturan daerah yang awalnya berbentuk prolegda di lingkungan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikordinasi oleh alat kelengkapan DPRD yang
h

khusus menangani bidang legislasi yaitu badan legislasi daerah. Hal ini sesuai dengan
N

pasal 53 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
w

Perwak

—

lan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa “kordinasi penyusunan
I I I I

program legislasi daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah
I

»

daerah dilaksanakan DP > 12 Dalam pembentukan

5

melalui badan legislasi daerah

peraturan daerah ter.slgbut mengikuti ketentuan Undang-u‘ndang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

T EIEE B
DPRD Kota Parepare merupakan Iemlﬁi legislatif kota Parepare yang
A BNl I

memiliki 25 Anggota DPRD yang qt').e.ris_a_l dari 6 Fraksi.'* DPRD kota Parepare

menjalankan fungsi Iegls.laswy& Ln&leﬂ Eadgn_‘leg‘lilgs; yaitu di mana badan tersebut

bertugas membentuk peraturan daerah kota parepare dengan mengikuti ketentuan

YTitik Triwulan, Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Kencana Prammedia Group, 2010), h. 193.

2Ahmad Yani, Pembentukan Undang-undang & perda, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011), h. xxvi.

BIbnu Kasir Amahoru, “Ini Komposisi Fraksi di DPRD Kota Parepare”,
http://news.rakyatku.com/read/164751/2019/09/18/ini-komposisi-fraksi-di-dprd-kota-parepare (12 Mei
2019).
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Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada umumnya dalam proses legislasi di dalam

lingkungan DPRD di Indonesia dalam membentuk suatu Peraturan Daerah selalu
N
memperhatikan asas-asas yang terdapat di dalam undang-undang tersebut yang terdiri
N
atas asas kejelasan tujuan pembentukan, asas kelembagaan atau pejabat pembentukan
AT Y.
yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan, asas dapat
r h
dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas

keterbukaan.®

Sebagian besar peraturan perwang-undangan dibentuk dan disusun hanya

dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

tersebut, begitupun dengan pembentukan Peraturan Daerah kota Parepare di DPRD

Kota Parepare. Menurut pengamatan saya dalam rapat paripurna DPRD kota Parepare
B " o

sebagian asas-asas hukum Islam di atas tersebut telah diterapkan dan diperhatikan
I H Y NN
embuatan Peraturan Daerah Kota Parepare, namun

oleh Anggota DPRD dalam

belum optimal.

1.2 Ru

Dari pokok masalah di atas akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai

berikut :

“Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan, bab Il, pasal 5 — pasal 6.
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1.2.1 Bagaimanakah implementasi asas dar’'ul mafasid muqoddam ala jalbi al
mashalih dan asas fahm al mukallaf dalam fungsi legislasi di DPRD Kota
Parepare ?

1.2.2 Bagaimanakah implementasi asas musyawarah dan asas mendahulukan

kewajiban daripada hak dal i.legislasi di DPRD Kota Parepare ?

1.2.3 Bagaimanakah imp araj dan asas keadilan dalam

ala jalbi al
dalam legisl DPRD Kota

1.3.2 agaimanakah impleme ah dan asas
iban daripada hak dala DPRD Kota
1.3.3 engetahui B asi asas ada raj dan asas

dalam fungsi legi Parepare.

1.4 Kef Penelitian

manfaat )PJAan;E)P m nEan ini, a

uan tentang
asas-asas hukum Islam yang' dapat diintegrasikan dalam pembentukan
hukum nasional dalam hal ini dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota

Parepare melalui fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare
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1.4.1.2 Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan
tentang proses pembentukan peraturan daerah, terkhususnya untuk diri saya
sendiri

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Penelitian ini bermanfaat nenambah wawasan tentang asas-asas

hukum Islam yang o m pembentukan hukum nasional

dalam hal ini d pentukan peratu melalui fungsi legislasi di

arapkan dapat menjadi re agi penelitian berikutnya

PAREPARE
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang

terkait (review of related literature i dengan arti tersebut, tinjauan pustaka

berfungsi sebagai peninja pustaka (laporan penelitian dan
sebagainya) tentang g berkaitan.

peraturan daerah (Perda)

metode yuridis normati
sebagai

kaidah

lam peraturan perundan 3 um sebagai

ngan fokus penelitia prosedur

pembe daerah Kabupaten Banjar n Peraturan

Daerah Tata Tertib
Dewan

DPRD Kota

peraturan daerah di Kota Makassar dan metode penelitian yang digunakan adalah

¥Indah Trisiana M, “Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Undang-undang
Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (studi di DPRD
Kabupaten Banjarnegara) ” (Skripsi sarjana; Fakultas Hukum: Purwokerto, 2013), h. 6.
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deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peraturan daerah
yang dihasilkan selama ini. *®
Nur Rohim Yunus dengan judul jurnal Penerapan Syariat Islam Terhadap

Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional. Fokus penelitiannya adalah untuk

mengetahui peluang penerapan syari m dalam peraturan daerah sehingga dapat

menrealisasikan keinginan_n guna menrealisasikan keinginan
masyarakat setempat, g yang telah mengadopsi
n dilakukan

ui prosedur

rah Kabupaten Banjarn g dilakukan

tuk mengetahui peran a Makassar

ran daerah di Kota sedangkan
n oleh Nur Rohim Yunu mengetahui
ang politik,

asi dan kesad sla n yang akan

peneliti ada alam fungsi

PRD koP*;R,EePinHEan berfo
N

dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare.

®Ramliadi, ”Analisis Fungsi legislasi Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2009-2014”
(Skripsi sarjana; llmu Politik, Fakultas Ushuluddin filsafat dan Politik: Makassar, 2016), h. viii.

YNur Rohim Yunus, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem
Hukum Nasional Indonesia,” (Hunafa: Jurnal Studia Islamika 12, no. 2, 2015), h. 257.
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2.2 Tinjauan Teoritis
2.2.1 Konsep Implementasi
2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan

atau penerapan.’® Implementasi m uatu rangkaian aktivitas dalam rangka

mengantarkan kebijakan ga kebijakan tersebut dapat

membawa hasil seba diharapkan.

implementasi adalah

diusulkan oleh seseor pemerintah

ehubungan dengan ada atan tertentu

seraya eluang untuk mencapai tuj kan sasaran

—Iag

IangsurpilnnElPi RIEentasi ad uatu proses

yang di

pat-pendapat simpulkan bz plementasi

adalah aan atau pe udah didapa ng terwujud

dalam

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. VII;
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 529.

YAffan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Kedasama, 2009), h. 295.

DJuwita, “Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan
Kecamatan Soreang Kota Parepare ” (Skripsi sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare,
2017), h. 9.

11
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bagaimana sesuatu tersebut bisa tercapai dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang
diinginkan.
2.2.1.2 Indikator Implementasi

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul Robotika Teori

dan Implementasi, Edward Il an bahwa terdapat 3 faktor yang

mempengaruhi keberhasil mentasi: (1) komunikasi, (2)
sumberdaya, (3) disp
a. Komunikasi

eberhasilan

penca ra pembuat
keput ui apa yang mereka kerj ngeta as apa yang
merek alan bila komunikasi be gan
b.
er da urut Widodo Budiharto da kunyze jul Robotika
Teori d ementasi me i alam imple kebijakan.?*
indikatc er-sumber daya ter ra dikator :

1. sumber daya bijakan adala atau sumber

atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan

Zyuwita, “Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan
Kecamatan Soreang Kota Parepare ”, h. 10.

12

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten atau
kapabilitas)
2. Informasi, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

gan harus bersifat formal agar perintah
n otoritas atau legitimasi bagi

melaksanaka yang ditetapkan secara
enangan itu nihil, ma para_implementor di

d Wewenang

, maka sering terjadi ke at efektivitas
tu pihak, efektivitas pelaksanaan

jakan tetapi di sisi | menyurut

nang diselewengkan ole a p anya demi
elompoknya.
4. ili j an faktor penting o

staf yang m

ang harus Pﬂ(nﬁmn Ewenang

prasarana)

C. Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga
dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan

suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

13
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mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya.

2.2.2 Konsep Fungsi Legislasi

2.2.2.1 Pengertian Fungsi Legislasi

Kata “ legislasi” berasal da a Inggris ”legislation” yang berarti : (1)

perundang-undangan dan g-undang. Sementara itu kata

“legislation” berasal erja “to leg ng berarti mengatur atau

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata

islasi adalah

i untuk membentuk und
sebuah as a process). Fungsi i ungsi untuk
. Pasal 18 ayat (6) tahun 1945

erintah daerah berhak me

g Peraturan
K membentuk
peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan
bersama. Di samping itu berdasarkan pasal 160 secara individual anggota DPRD juga

mempunyai hak untuk mengajukan rancangan perda (Ranperda).?

2233ldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam
Sistem Presidensil Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 78.

14
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Rumusan yang menempatkan fungsi legislasi disebut lebih dahulu
dibandingkan dengan fungsi DPRD lainnya tersebut dapat diinterprestasikan bahwa
fungsi legislasi merupakan fungsi utama dari lembaga perwakilan daerah. Dengan

adanya fungsi legislasi ini menunjukkan secara jelas bahwa DPRD bukan semata-

mata sebagai lembaga perwakilan aerah (parlemen daerah), namun ia juga

sebagai lembaga legislati ai fungsi dalam pembentukan
peraturan daerah.
Kendati pun fungsi legislasi peraturan daerah berada di bawah kekuasaan

tidak dapat

ngan kepala daerah.?®
erupakan fungsi pali
laksanakan sebagai per

be eraturan perundang-undang : lalui DPRD
yarakat  di ke tersebut

kan dalam u

yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah
dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting) yang

merupakan bagian dari fungsi legislasi karena menetapkan anggaran pendapatan dan

23aldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam
Sistem Presidensil Indonesia”, h. 79.

15

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



belanja negara (APBN) juga ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan setiap
tahun anggaran.?*
2.2.2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam membuat suatu peraturan daerah DPRD dan pemerintah daerah harus

tetap memperhatikan ketentuan ang sudah ada. Hal ini agar dalam

pembuatan peraturan daerah daerah mempunyai dasar hukum
yang jelas.

Pembentukan
embentukan
pat. Artinya,
undangan harus dibuat yang telah
ang. Suatu organ yang
h kabupaten/kota adal lan Rakyat

pati/walikota.

pasal 42 ay: )14 Tentang
Daerah diseb : ai tugas dan

ota bersama

ngan perda

, (b) mémbahas Jdlan= memberikan “Persetujua

#*Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya,” (Cosmogov: Jurnal limu Pemerintahan
2, no. 2, 2016), h. 296.

“Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, bab 1V, bagian Kelima, paragraf ketiga, pasal 42 ayat 1.

16
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 pada Bab VI bagian kedua Pasal
365 ayat (1) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD
kabupaten/kota mmempunyai tiga fungsi yaitu :
a. Legislasi

b.

Anggaran
c. Pengawasan®
Dan pada Pasal 366 huruf Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
fon e Wi
MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD kabupaten /kota

mempu k peraturan

daerah baha , : per bersama. %’

h Nomor 12 Tahun 20 g Pe Penyusunan
Perature I 3 huruf a disebutkan ngsi tukan perda
dilaksa enyusun program pe n pe sama kepala
daerah. tata tertib sangat penting kedudukan,

beserta alat

2014 tentang
ah, dan

Repub . Undang- 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,bab VI, bagian ketiga, pasal 366 ayat 1 huruf a.

“Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota, bab I, bagian kesatu, paragraf 2, pasal 3 huruf a.

“Teny Dwi Ariyanti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ngawi” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2010), h.
74.
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2.2.2.3 Program Legislasi Daerah
DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan

kepentingan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di

daerah dan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi

diolah dan
k program-

ntukan peraturan daerah

Legislasi Daerah (Pro inyate lam pasal 1

omor 12 Tahun 2011

Program Legislasi Daerah

n secara bere terpadu dan

-undangan dilakukan

n untuk me agar produk

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan

perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

*Teny Dwi Ariyanti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ngawi”, h. 24.
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pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-
undang nomor 12 tahun 2011). Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah
dalam pembentukan peraturan daerah apakah sudah melalui tahap-tahapan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Tahapan pe n peraturan daerah adalah sebagai berikut
1.
uran daerah dilakukan dalam program legislasi daerah,

embentukan

susun secara

matis. Perencanaan per i dilakukan

dalam ng dilaksanakan oleh pemerintah

daerah bupaten/kota. Penyusun di tetapkan

untuk j tahun sebelum penetapa ran daerah
tentang

aerah dalam

prolegd

a.

$1Tajuk Tamu, “Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah”,
http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah (21 Mei 2019).

19

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE


http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah

2. Tahap Penyusunan Peraturan Daerah
Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, naskah akademik adala asil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lai masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabks ' 3 an masalah tersebut dalam

suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan

Baha ang memuat gagasan te i katan, ruang
ingk materi muatan suatu peratu angan ;
Bahan perti zin prakarsa

penyusunan

Bahan dasar ncangan pe perundang
wagn A R EPARE
: ng Republik
Indonesia : a s K3 aturan” Perundang-

undangan :
a)  Judul
b)  Kata pengantar

20
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c) Daftarisi
d) Bab | pendahuluan
e) Bab Il kajian teoritis dan praktek empiris

f)  Bab Ill evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

g) Bab IV landasan filo siologis dan yuridis

h) Bab V jangl dan ruang lingkup materi muatan

peraturan daera si atau peraturan daerah

angan peraturan perund
n dan Penetapan Peratur
gan peraturan daerah akukan oleh
DPRD rsama walikota. Pembahas Kuk alui tingkat-

tingkat Ti aan dilaku rapat

/kota yang menangani

bidang i dan rapat eraturan dae pupaten/kota
>mbali setpjminaEﬂon ED dan w Rancangan

S berdasarkan

%’Ferlianus Gulo, “Tahap Proses Penyusunan Naskah Akademik Dalam Rancangan
Peraturan”, https://ferlianusqulo.wordpress.com/2016/02/24/tahap-proses-penyusunan-naskah-
akademik-dalam-rancangan-peraturan/ (19 Mei 2019).

*Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, bab 11, pasal 77.

21

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE


https://ferlianusgulo.wordpress.com/2016/02/24/tahap-proses-penyusunan-naskah-akademik-dalam-rancangan-peraturan/
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Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah didahului
dengan penyampaian oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada bupati
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan

bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah oleh

bupati dilakukan dengan membub a tangan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak tang pabila dalam jangka 30 hari
tersebut kepala daera

disetujui bersama

ang telah ditetapkan itkan dalam
aris daerah, sedangkan tat di dalam
leh sekretaris daerah at

bagian ya maksudkan sebagai syara : etiap orang

. Lembaran n resmi yan akan untuk

n peraturan us epala daera gkan berita

penerbitan

peraturaFAhR E P A R E

aerah yang akan untuk

diundangkan dalam lembaran daerah belum cukup menjadi alasan untuk menganggap

bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi peraturan daerah tersebut. Oleh karena

% Muhammad Arianto Zainal, “Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Sulawesi Tenggara,” (Al-lzzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian ISSN 13, no. 2, 2018), h. 216.
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itu, peraturan daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula
disosialisasikan. Metode sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu
pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV Daerah) oleh kepala biro hukum

provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota, sosialisasi secara langsung kepala

biro hukum/kepala bagian hukum dapat pula dilakukan oleh unit kerja

pemrakarsa perguruan ting masyarakat yang berkompeten,

sosialisasi melalui se sosialisasi melalui sarana

internet (E- uk ini pemda dan DPRL daknya memiliki fasilitas

r atau sesuatu yang N berpikir,

Asas-asas pembentuk

g-undangan

berarti yang dijadikan tump n peraturan

s-asas pembentukan peratu jangan yang

Jang-undang

berikut

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

BMuhammad Arianto Zainal, “Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna
Sulawesi Tenggara,” h. 216.

%Raka Tri Portuna, “Proses Pembentukan Peraturan Undang-undang Indonesia” (Makalah;
Universitas Sriwijaya Indralaya: Indralaya, 2015), h. 6.
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c. Kesesuaian antara jenis dan dan materi muatan,
d. Dapat dilaksanakan
e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

f.  Asas kejelasan Rumusan

g. Asas keterbukaan
Sementara itu a andung dalam materi muatan

bagai berikut :

gaan
araan .
tunggal ika
an

Asas kesama um dan peme
Asas ketertib

Asas keseim eselarasan .*’
ikan segala

peraturan

memberikan rasa nyaman dan jauh 'dari sifat penekanan yang memberatkan

masyarakat. Pembentukan peraturan daerah harus memuat filosofi yang jelas untuk

¥"Teny Dwi Ariyanti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ngawi”, h. 41.
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kepentingan masyarakat dan kemajuan daerahnya, bila hal ini terlaksana maka akan
mendukung terlaksananya otonomi daerah yang baik.
Setiap peraturan perundang-undangan yang tak terkecuali peraturan daerah

harus dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Nilai manfaat akan dapat

dicapai apabila dalam penuangan raturan daerah berada dalam kerangka

asas-asas yang ditetapkan. sahkan masyarakat sudah tentu

tidak memberikan nilai

2.2.3.1
Al-Qur’an

kata figih atau yang s muncul 20

ayat sec i I-Qur’an. Tetapi tidak Islam dalam

ukum dalam Islam tid ukum Islam

ah syariat Islam, hukum sya atau syara’.

dan yang

firman apa yang di
kehend: haman yang
mendalga a aria a SECa aliya apa apkan dalam kondisi
dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan

yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tindak tanduk mukallaf yang diramu dan

®Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam
Mendukung Otonomi Daerah,” ( Jurnal lImu Hukum 10, no. 19, 2014), h. 33.

25

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap syariat itu disebut Figih. Figih itu
biasa dinisbatkan kepada mutjahid yang memformulasikannya seperti Figih Hanafi,
Figih syafi’i dan lain-lain.*®

Berdasarkan pendapat T.M. Hasbi Asshiddiqy sebagaimana yang dikutip

oleh Ahmad Rofiq, mendenifisikan am adalah koleksi daya upaya khazanah

ilmu hukum untuk me butuhan masyarakat. Dalam

a segera terlintas dalam
Kita per aku manusia
yataan yang
lam masyarakat maupu norma yang

dan ditegakkan oleh p kata hukum

m.4°

dirumuskan

PAREPARE

*Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Cet. I11; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.
16.

“*Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar lImu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 38.

#7zainuddin Ali, Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.
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2.2.3.2 Sumber Hukum Islam
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.*
Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan

aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang

apabila dilanggar akan menimbulka i yang tegas dan nyata. Sumber hukum

Islam adalah segala sesua man atau yang menjadi sumber
syariat Islam yaitu Al Hadis Nabi
2) Hadis dan yang (3)
ljtihad
1)

[-Qur’an berasal dari k.

berarti m’u) dan menghimpun gkan secara

termino i r’an adalah kitab suci Ilahi yang

epada manusia yang tidak a di dalamnya.

44

ama berarti corang ingin

pertama ia h encari jawab
dengan Al-
Qur’an. ; sumber dari

harus sesuai

*’Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia”, h. 73.

*33udarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992 ), h. 1.
#Zzainuddin Ali, Hukum Islam, h. 25.
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dengan petunjuk Al-Qur’an dan tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan
Al-Qur’an.”
Pokok-pokok kandungan dalam Al-Qur’an antara lain :

(@) Tauhid, yaitu kepercayaan Keesaan Allah Swt dan semua kepercayaan

yang berhubungan den
(b) atan sebagai manifestasi dari

ang yang percaya dan mau
prang  yang
rdahulu, seperti para N menyiarkan
wt maupun Kisah oran aupun Kkisah
engingkari kebenaran

n.

adalah surv[ ua setelah
nah gauliyah), ‘liyah) dan s

tagririy ketetapapnl thEM RaE (sekarang
~ ' H

’an  berupa

am (sunnah

kitab-kitab

46

n.

Ijtihad berasal dari akar kata ijtthada. Pengertian secara etimologinya adalah

mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja

**Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, h. 7.

**Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, h. 97.
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semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah ijtihad ialah menggunakan seluruh
kemampuan untuk menetapkan hukum Islam. Hasil dari ijtihad merupakan sumber
hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu

masalah yang hukumnya tidak terdapat Al-Qur’an maupun Hadis, maka dapat

dilakukan ijtihad dengan mengguna pikiran dengan tetap mengacu kepada

Al-Qur’an dan Hadis.*’

ersetujuan atau kesesuaian penda para_ahli mengenai

dalam Al-Qur’an da g | lain yang

t dalam Al-Qur’an da samaan illat
lasan). Qiyas adalah uk ipe an oleh akal

banding suatu hal dengan

Jal adalah m ua hal yang

arik  kesim istiadat dan huk gama yang

ahyukan seb

k bertenPgA RE Fi REt dapat

yarakat dan

garis-garis

al yang tidak
terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab

Hadis, berdasarkan kepentingan umum.

47Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 38.

*Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, h. 120-123.
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(e) Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari
ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
(f) Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang

terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya.

(g) Urf atau adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Islam dapat

dikukuhkan tetap arakat yang bersangkutan

an hukum Islam adala manusia di

tujuan hukum Islam ad
, individual dan sosial.
j m Islam yaitu :
, dikarenakan agama meru

Islam terda

anfaat dan
i hidup dan

dup manusia

up manusia.

ng merupak angan hidup

uslim, serta
berhubungan
dan benda
agama yang
k beribadah

menurut keyakinannya.
b.  Pemeliharaan jiwa, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk dan

mempertahankan kehidupannya, untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan.
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c.  Pemeliharaan akal, karena dengan mempergunakan akal manusia dapat berpikir
tentang Allah Swt, alam semesta dan dirinya sendiri serta dapat
mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Tanpa akal manusia tidak

mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam.

d.  Pemeliharaan keturunan, ini penting dilakukan agar kemurnian darah
dapat dijaga dan kelanj
e.  Pemeliharaan j : adalah pemberian Tuhan
kepada manusig hidup dan

indungi hak

s ; an sa melindungi
: ) seorang, Mmasyarakat ra penipuan,
: san dan lain-lain.*®
2234 onesia
i ya Departemen/Kementria ada bangkannya
i gadilan aga mpaknya sec ak langsung
ri receptio ng diperkenalkan ahli dalam
al itu ta ra anggota persiapan
Indonesiap‘mnrﬁm nEma peng tujuh kata
10 a Persiapan

*Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, h. 67-101.

*Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996), h. 151.
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Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh
mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di
masyarakat.

Eksistensi hukum Islam patut diperhitungkan. Artinya kontribusi hukum

Islam dalam pembangunan huku al telah memiliki kekuatan normatif dan

kehadirannya semakin men Islam di Indonesia. Rincian

produk hukum tersek Undang-unda 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Undang-undz 099 te Peradilan Agama,
an Undang-

ji, Undang-

f. 51

tentang Waka
kum di atas hanya men ah, keluarga,

dan mu j a yang secara spesifik kum pidana

n hukum pidana diatur dal Nomor 11

ar, basis dan
endasar. Jika
kata asas dihubungkan dengan hukum yang dimaksud asas adalah kebenaran yang

dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat terutama dalam

*'Dahlia Haliah Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (analisis kontribusi dan
Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca kemedekaan Republik Indonesia,” (IAIN Manado: Jurnal
limiah 15, no. 1, 2017), h. 24.
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penegakan dan pelaksanaan hukum. Peraturan perundangan yang ada tidak boleh
keluar dari koridor asas-asas hukumnya. Asas hukum bertujuan sebagai rujukan
untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.>

Jadi dapat disimpulkan bahwa asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir

dan bertindak oleh umat muslim yang gsarkan Al-Qur’an dan Hadis Rasul dalam

melakukan sesuatu. Asas h ber hukum Islam terutama Al-

syarat untuk b

ang dibangun tanpa asas-asas ukum menurut Sajipto

dan tanpa
u Al-Qur’an

an oleh akal pikiran or. syarat untuk

Swt

lam telah digariskan ol

sirat. Menurut Dr. Ali Imro buk ng berjudul

lam di Indo enyebutkan

ada beb m juga bersif

e dalam huk alah :

s i R B

*2Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia”, h. 114.

**Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, h. 166.
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Kemashalatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna
dan berfaedah bagi kehidupan.
Semua hukum Al-Qur’an diperuntukkan pada kepentingan dan perbaikan

kehidupan manusia. Berdasarkan pendapat dari Jalaluddin as Suyuthi (911 H) bahwa

semua hukum harus dikembali da terwujudnya kemashalatan atau

kemanfaatan dan menghi erugikan atau yang merusak

(mafsadat). Apabila dan justru memunculkan

mafsadat maka huk ut harus ditinjau kemb

terhadap isi

atau sut pun sudah ada peratura juga pelaku

u pelaku dikenakan sa untuk dapat

ebut terlebih dahulu. isasi kepada

egang peranan penting. In irman Allah

_________ Jak.danat.rmemikul-dosasorandsdé Kami tidak

Ayat tersebut menerangkan wa Allah Swt tidak akan menjatuhkan

hukuman kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu. *°

**Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 230.

*Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah Pentashih
Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2010), h. 283.

*8Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 240.
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C) Asas Musyawarah
Musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau
dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan

demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik

dan berguna bagi kepentingan kehi
Karena prinsip kan suatu perintah Allah Swt

sebagaimana digarisk

; b el
TA G

Terjem
g yang menerima (m hannya dan
ang urusan mereka ( musyawarat
ka menafkahkan sebagi i ami berikan
gambarkan bahwa setiap persoalan men masyarakat
atau ke ) keputusan melakukan
usyawarah se i suatu for ar menukar
pikiran, N atau ide termasu an yang diajukan emecahkan
suatu sebelum M&ERM.Eusyawara gsi sebagai

(13 bh

rem atau kepala

negara.

*"Muhammad Igbal, Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2014), h. 214.

*®Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah Pentashih
Mushaf Al-Qur’an, h. 487.
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Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum
dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya
setelah semua pihak mengemukakan pandangannya dan pikiran mereka yang wajib

didengar oleh pemegang kekuasaan negara supaya ia dalam membuat suatu

keputusan dapat memcerminkan p angan-pertimbangan yang obyektif dan
bijaksana untuk kepentingan

Pada masa warah cukup dila esjid karena mesjid pada
hakikatnya merupakan pusat seluruh kegiatan baik “ibadat maupun muamalat dalam
hal-hal arah dapat
Perwakilan
atau ape esuai dengan kebutuhan
D) As: ajiban Daripada Hak

berlaku ketentuan ba

iam an kewajibannya.

ini mengand

Terjemahnya :
(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

**Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Bogor: Kencana, 2003), h. 113.
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égemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

E) Asas Adam Al-Haraj (tidak menyempitkan)
Dalam menetapkan hukum syariat Islam senantiasa memperhatikan

kemampuan manusia dalam melaksanakannya dengan memberikan kelonggaran

kepada manusia untuk meneri hukum dengan kesanggupan yang

ditegaskan dalam Q.

jeaky
Terjem
All me seseorang melainkan s gan jupannya. la
me paha kebajikan) yang diusah dan dapat siksa

(da erjakannya. ®*
F) Asz

Karena ) 3 : i 5 dari semua
asas hu . ad Ji‘penci masyarakat
yang a S j setiap orang
mendap of; ereka tidak
mendapatkannya. Banyak aya u % 1ru anusia untuk berbuat adil

dan menegakkan keadilan dalam segala bidang. Didalam Q.S. As-Shad/38: 26.

® Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah Pentashih
Mushaf Al-Qur’an, h. 527.

®'Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah Pentashih
Mushaf Al-Qur’an, h. 49.
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Lg;@J\ yj;gsjuwu\ ’*/V..s;uuaﬂ‘; A2 atilas G) 5
memqm?@,m\dmu;u}sﬂw/ & A Jue o8 dllad

-

Y1 i 231508

Z

Terjemahnya :
Hai Daud, sesungg j alifah (penguasa) di muka

menyesatkan kamu dari
alan AIIah akan

dilakukan dengan me is yang ada
pencarian terhadap nila
dan ber : luhur yang dijunjung t

uku erupakan nilai-nilai arnya sudah

Islam dalam
Fungsi unsur-unsur
pokok am proposal
skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Saya akan menguraikan pembatasan makna

dari judul tersebut.

%2 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah
Pentashih Mushaf Al-Qur’an, h. 454.

% Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 222.
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2.3.1 Implementasi
Implementasi menurut KKBI adalah pelaksanaan atau penerapan.®
Sedangkan pengertian secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana

yang telah disusun secara cermat.

2.3.2 Asas Hukum Islam

Asas adalah da: dijadikan tumpuan berpikir,

berpendapat dan be fukum Islam ¢ aturan yang dirumuskan
berdasar wahyu Allah dan Hadis Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang
engikat bagi
semua [;

am adalah. dasar untuk k oleh umat

Al-Qur’an dan Hadis entuk suatu

um Islam teresebut te ‘ul mafasid

ashalih, asas fahm al mu \warah, asas

kewajiban d al haraj (tic nyempitkan)

dan tera as keadilan.®

PAREPARE

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 528.

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 91
%6zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 3.
"Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 511.

S8Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 222-
248.
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2.3.3 Fungsi legislasi
Fungsi menurut KKBI adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan®® |
sedangkan legislasi adalah pembuatan undang-undang’. Fungsi legislasi merupakan

fungsi yang berhubungan dengan pembentukan, pembahasan, pengubahan dan

penyempurnaan peraturan perund ngan. Menurut Budiardjo bahwa fungsi

badan legislasi yang palin rentukan kebijakan (poliy) dan

membuat undang-und memperhatika an rakyat. Sejalan dengan

pendapat Marbun membe g fungsi islasi yaitu fungsi

Rakyat Daerah atau D 1 perwakilan

lenggara pemerintahan pagai badan

h.72

an sejajar dan menjadi
gertian-pengertian di atas, bermaksud

iNg  penerap lam  fungsi asi DPRD

peraturan d ui asas-asas
hukum ang terdiri d : al mashalih,

asas fa aripada hak,

%Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 400.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 803.

"Suprianto, “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Program
Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Daerah Di
Kabupaten Bulukumba)” (Tesis; Pascasarajana Universitas Negeri Makassar: Makassar, 2018), h. 7.

"?Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR,DPRD &
DPD), (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 165.
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2.4 Kerangka Pikir
Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori
berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diindetifikasi penting terhadap

masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti ha semaksimal mungkin untuk membahas

dan menemukan permasalar engan harapan bahwa kajian ini

dapat memenuhi ses syarat sebaga arya ilmiah. Penulis akan
meneliti penerapan huku an peraturan daerah melalui asas-

ala jalbi al

araj (tidak menyempitk
sas hukum Islam terse
ersebut diterapkan d ik lam proses
erah di Dewan Perwakilan ota Parepare
yang be embentukan
diri dari: 1. perencanaan

erah, 3. Tah:

tersebut telah sesuai dengan nilai-nilar syariat Islam yang terkandung dalam Al-
Qur’an dan juga dengan hal itu hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam
Peraturan Daerah Kota Parepare yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh

masyarakat Kota Parepare walaupun hanya melalui asas-asas Hukum Islam tersebut
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Implementasi asas-asas hukum Islam dalam fungsi legislasi di DPRD Kota

Parepare dapat dilihat pada model bagan sebagai berikut:

Asas-asas hukum Islam yang dapat diintegrasikan dalam hukum

nasional
/ I ]
G )
Asas Asas Asas
Dar’ul mendahul - ag:rrna;il
mafasid ukan
mugodda Asas M@;Z\S,\,ar kewajiban (tidak KAZZ’.IIS
m ala Fahm al ah daripada menyempt eadiian
Jalbi al Mukallaf hak tkan)
mashalih
U, . T N -
/ Tahap Pembetukan Peraturan daerah\
menurut Undang-undang nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan:
> 1. Tahap perencanaan peraturan <
daerah
2. Tahap penyusunan peraturan
daerah
3. Tahap pembahasan dan penetapan
peraturan daerah
4. Tahap pengundangan peraturan
daerah v
' ' 5. Tahap Penyebarluasan peraturan )
terimplementasi daerah _ Tidak _
terimplementasi

/

DPRD Kota

Parepare




BAB IlI
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada

pedoman Karya tulis ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare

yang sekarang beralih hama menjadi Parepare tanpa mengabaikan buku-buku

metedologi lainnya. Metedo u tersebut mencakup beberapa

bagian yaitu jenis pene asi dan waktu pe okus penelitian, jenis data,
teknik pengumpulan-data, dan tekhnis analisis data.

3.1 Jen

ini, penulis
tatif. Penelitian kualita dan Taylor
ng menghasilkan data d -kata tertulis

an berperilaku yang da i rahkan pada

holistik (utuh). Berdasar enelitian ini
atau natural
yang se ekayasa atau
empermudah
atif sehingga
enggali data

dan informa anyak-banyaknya da ala k K keperluan penelitian.

Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

"Imam gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2015), h. 82.
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subjek penelitian atau informan ketika mereka berpastisipasi dalam kegiatan
penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi
di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan ini mampu memberikan

jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Nama Instansi ntor DPRD

: Instansi Pemerintah

3.3 Fok

i akan berguna dalam bada peneliti

selama tamanya pada saat pengu

antara @ j ian ini. ahasan tidak

terlalu i itian i ukan untuk
berdasarkan

daerah ) di

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun
yang berasal dari dokumen-dokumen baik atau bentuk lainnya guna keperluan

penelitian tersebut.
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Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian terdapat dua macam

sumber data yaitu data primer dan data sekunder di mana Sumber data yang akan

digunakan dalam penelitian ini yait
3.4.1 DataPrimer
Data primer & g dari sumbernya, diamati
data diambil oleh peneliti
etiga, dalam
pa observasi

ncara, adapun informan yang terdiri

arepare yang masing-m r. H. Yasser
n Tansi, SE dan (3) panna, S.HI
serta 2 asi, Persidangan dan Risa repare yang
bernama : (1
ekunder

sekunder ada ian yang dip secara tidak

meIaIlP*rnaEEFAencE yang

dkan yaitu
gkap dalam
ernet, artikel

yang berkaitan dan lain-lain" dan juga foto-foto kegiatan penelitian

"®Sumarni, “Pemikiran Muhammad Bagir Ash-Shadr Tentang Teori Produksi (Implementasi
pada PT. Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara) ” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 32.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data
Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data
tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mustahil

peneliti dapat menghasilkan temuan, kalau tidak memperoleh data. Dalam penelitian

kualitatif teknik pengumpulan dat ilakukan melalui setting dari berbagai
sumber dan berbagai cara.”’
digunakan gumpulkan data dalam

arnya setiap
an’® seperti
n oleh peneliti, peneliti buku, karya
iteratur yang terkait den salahan yang
i.
3.5.2 akan untuk
dialami dan
lapun teknik

apangan ini

el R R EPARE

""Djam’an satori dan Aan komariah, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
2017), h. 103.

®Nasution, Metode Research (Penelitian ilmiah), (Cet. IX; Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2007), h. 145.

"Sumarni, “Pemikiran Muhammad Bagir Ash-Shadr Tentang Teori Produksi (Implementasi
pada PT. Tunas Borneo Plantations Bulungan, Kalimantan Utara)”, h. 33.

46

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



a. Observasi
Metode pengamatan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati
kondisi atau fenomena yang ada dilapangan. Dalam hal ini proses pembetukan

Peraturan Daerah di DPRD Kota Parepare.

b.  Wawancara
Wawancara adalah g diarahkan pada suatu masalah

tertentu ini merupake

ngsi sebagai
ngsi sebagai
ion supplyer), interview:
jukan pertanyaan-perta
jawaban-jawabannya.
. Di samping itu, dia juga
lebih la « angsangan,

pihak-pihak t aitu 2 orang

staf ka , persidangan, alah serta 3

oPRD KRR EPARE

ya yang lebih
luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atau jenis sumber data apapun,

baik itu yang bersifat tulisan, lisan, atau gambaran.®

8 1mam gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek, h.161

8 Jmam gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek, h.175
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3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberi kode/ tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh

suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui

serangkaian aktivitas tersebut d itatif yang biasanya berserakan dan

bertumpuk-tumpuk bisa irya bisa dipahami dengan
ulai saat peneliti mulai

nya penting

daya up j penelitian. Di dalam pe ld research)
emperoleh data yang s i gga peneliti

ya. Hal ini bisa dilaku

ingga fokus yang sudah di bisa berubah

enting  yang

Jak terbayan tinya akan kesimpulan

husus atau yang bersif:

suatu fe a dan merFAlniE Pﬁrnibut pada S
o

mengenai

eristiwa atau

alur kegiatan,
yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi:
a.  Reduksi data

Reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa

mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Reduksi data merupakan bentuk
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analisis yang mempertajam atau memperdalam, menyortir, memusatkan,
menyingkirkan dan mengorganisasi data untuk disimpulkan dan divertifikasi. Data
yang diperoleh melalui wawancara yang direkam melalui tape recorder yang berhasil

ditranskip (salin) terus direduksi.?

b.  Penyajian data (data display)

Penyajian sekumpulan informasi
tersusun yang me arikan kesimpulan dan
pengambilan tindake enyaj disajikan dalam bentuk teks
naratif, masi yang

tersusu

telah mereduksi dan

Secara sederhana pen

nggalan informasi untuk m

13l

PAREPARE

8 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolli, Action Research: Teori, Model & Aplikasi,
(Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), h. 138.

8 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolli, Action Research: Teori, Model & Aplikasi,
h. 145.

49

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
DPRD Kota Parepare dalam membentuk suatu peraturan daerah selalu
berpedoman dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan.permendagri.* Hal ini sesuai dengan penyataan

Ibu Hj. Fatmah Muhammad; SH.,MH, bahwa:
lya, selama ini mekanisme penyusunan dan peraturan DPRD Kota Parepare
baik itu inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah itu selalu mengacu ke
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan
Perundang-undangan__dan Permendagrl Nomor 80 Tahun_ 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.?

Hal ini sama juga dikemukakan oleh Bapak Muhammad Yusuf Lapanna,

S.HI, bahwa :

Pasti menggunakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, setiap pembentukan
peraturan daerah tidak boleh bertentangan peraturan yang berada di atasnya
harus hirarki, makanya kalau ada produk hukum daerah yang mengeluarkan
perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, itu akan batal demi
hukum.®

Dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare tersebut
dapat dimasukkan unsur hukum ‘Islam-melalui asas-asas hukum Islam, hal ini sesuai
dengan yang dikemukakan oleh Bapak Ir. H.Yasser Latief, MM, yang menyatakan

bahwa :
Saya Kira bisa asas-asas hukum_Islam itu diterapkan, karena hukum Islam itu
sendirikan bersifat universal dan* juga apalagi dr Indonesia salah satu sumber
sistem hukumnya.adalah-hukum Islam;.jadi-saya-rasa.unsur-unsur hukum Islam

* Hamzah halim dan Kemal Redindo yahrul Putera, Cara Praktis Menyusun Dan
Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis secara manual), (Jakarta: Kencana
Prenada Group, 2013), h. 50

# Fatmah Muhammad, Staf pada bagian legislasi DPRD Kota Parepare, persidangan dan
risalah, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019

¥ Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di
Kantor DPRD Kota Parepare, 04 November 2019
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bisa diterapkan pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare baik itu
melalui asasnya ataupun unsur Islam lainnya.®’

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari sifat
keuniversalan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat memberikan kontribusi ke

dalam peraturan daerah DPRD Kota Parepare melalui pembentukannya dan hal

tersebut tidak bertentangan d embentukan peraturan perundang-

undangan karena karen m Indonesia adalah hukum

dalam p

.......... L g isa dika up penting.
kondisi dan
a khusus dan manusia s Islam telah
ang selalu bisa disesua dan kondisi
sarkan kemampuan ijtih
an peraturan
Silaan,  jika
perundang-
bagai wakil
tumbuh dan

knik dalam

¥ Yasser Latief, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD
Kota Parepare, 28 Oktober 2019

¥ Rachmat Syafei, “Hukum lIslam Sebagai Dasar Hukum Universal dalam Sistem

Pemerintahan Modern” Mimbar 3, no. 4, 2000), h. 291

¥ Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan
Daerah, h. 129
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mengembangkan dan memajukan negaranya. Di mana disetiap negara memerlukan
aturan-aturan hukum untuk menjamin tegaknya negara tersebut. *
Pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare tersebut tidak

bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena anggota DPRD Kota

Parepare berpedoman dengan Und idang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Perundang-un Aenteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 Tentang ukan Produk aerah, di mana peraturan

tersebut_merupakan’ peratura memiliki tingkatan lebih tinggi dari peraturan
daerah.
4.1 Img i t - 1 ] ih dan asas

fungsi legislasi di DP

id mugoddam ala jalb atikan oleh

DPRD membentuk suatu pera akan asas ini
n asas yang terdapat dala ) Nomor 12
Hj. Fatmah

ala jalbi al

) sama dengan ara umum (asas

gunaan dan
naan), pe i berikan t bagi orang
G dngan e egar G

beliau berpendapat bahwa :

% Rachmat Syafei, “Hukum lIslam Sebagai Dasar Hukum Universal dalam Sistem

Pemerintahan Modern” , h. 290.

°! Fatmah Muhammad, Staf pada bagian legislasi DPRD Kota Parepare, persidangan dan
risalah, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019
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Ya jelas itu telah diperhatikan pada saat perancangan perda, kan setiap perda
awalnya ada namanya pengakajian meminta pendapat masyarakat secara luas,
kan setiap perda itu ada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ya kan
larinya kesitu, pasti yang diutamakan itu adalah kemashalatan umumnya,
karena pasti ada perlibatan-perlibatan masyarakat secara luas untuk
memberikan masukan, karena perda ini berlaku untuk kepentingan dan
kesejahteraan masayrakat.”

Berdasarkan hasil wawancara_tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa

suatu peraturan daerah yang ta Parepare selalu memperhatikan
asas dar ul mafasid mu ] i, karena asas dar ul mafasid
ini

sama sas kedayagunaan dan

011 Tentang

alam fungsi
Tahun 2011
pada tahap
n peraturan
daerah

Di mana dalam hukum Islam ‘'sendiri menghindari mudarat atau kerusakan

harus didahulukan daripada meraih keuntungan merupakan hal yang penting. Dalam

%> Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di
Kantor DPRD Kota Parepare, 04 November 2019

% Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, (Cet ; IlI,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 152

53

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



=z
Y

hukum Islam dikenal kaidah CJL@J\ g,.l:- le.c ?-Lu .ww‘ £33 yang artinya
menolak dan menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan
(dari suatu hubungan hukum). Kemashalatan yang dimaksud dalam syariat Islam

adalah kemashalatan yang memperhatikan kepentingan duniawi dan ukhwari,

kemashalatan yang memperhatika bangan antara kepentingan individu dan

masyarakat luas, memperha mpok tertentu dan bangsa secara

luas, memperhatikan generasi seka generasi yang akan datang
persamaan dan keadile
kan sebagai

ata untuk

atau para pihak yan aka semua

embalikan kepada t alatan atau

ri segala hal yang mer (mafsadat).
m yang hilang atau berk y dan jsutru
afsadat ma itinjau kemb

ketetapan, aturan dat yang berlaku dz asyarkat dan

gan dengan lam Al-Qur 12 bertujuan

ngan syariat

pemahaman
atau pengetahuan pelaku terhadap isi atau subtansi hukum. Asas fahm al mukallaf

dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD kota Parepare diterapkan dalam tahap

** Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 230-
233.
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penyebarluasan yaitu sosialisasi, ini sesuai dengan pendapat Bapak Muhammad
Yusuf Lapanna, S.HI dalam wawancara langsung yang dilakukan penulis, beliau

mengatakan bahwa :

ltukan ada namanya sosialisasi dan itu ada pada tahap penyebarluasan, setiap
perda yang diterbitkan oleh DPRD dan pemerintah pasti disosialiasikan oleh
Anggota DPRD kota Parepare.ke masyarakat untuk pemahaman, karena
manfaatnya sendiri akan ke masyarakat dan setiap DPRD di daerah itu memang
mempunyai jadwal sosialisasi.”

Namun pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Ibu Hj. Fatmah

Muhammad, SH,,MH, bahwa :

Asas_ini_diterapkan karena dalam pembentukan ranperda _itu_penyebarluasan
telah dilakukan mulai dari perencanaan sampai pengundangan, sebelum perda
dibentuk kita sudah undang masyarakat untuk memberikan saran dan
masukannya, terus pada saat ranperda telah menjadi perda itu kami juga
mengundang masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa di Kota Parepare
telah ditetapkan perda seperti ini.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap
peraturan daerah yang telah diterbitkan DPRD Kota Parepare, maka anggota DPRD
Kota Parepare harus mensosialisasikan peraturan daerah tersebut ke masyarakat. Hal
ini dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan berada dalam.tahap penyebarluasan, namun pensosialisasian
peraturan dearah Kota Parepare tersebut ternyata bukan hanya pada saat peraturan
daerah tersebut diterbitkan tetapi juga ‘telah diterapkan sejak mulai pembentukan
yaitu tahap perencanaan hingga tahap pengundangan.

Selain Undang-undang di atas, sosialiasi ini juga diatur dalam Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yakni dalam pasal 253 : ¥/

> Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di
Kantor DPRD Kota Parepare, 04 November 2019

% Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan dan Risalah, wawancara oleh
penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019

*” Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, bab IX, bagian keempat, pasal 253
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1) DPRD dan kepala daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak
penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan
rancangan peraturan daerah dan pembentukan peraturan daerah.

2) Penyebarluasan program pembentukan peraturan daerah sebagaimana

maksud pada ayat (1) di n._bersama oleh DPRD dan kepala daerah

yang dikordinas ngkapan DPRD yang khusus
berasal dari DPRD

dari kepala

kan oleh sekretaris daer

sebagaimana dimaksud ukan untuk

n informasi dan/atau masyarakat

epentingan.

yang telah

diundangkan

daerah dan
ana pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/walikota

*® Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah, bab IX, bagian keempat, pasal 254
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3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana pada ayat (2) tekah disampaikan
2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan kepala daerah
diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman dalam

bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementrian serta tugas dan

kewenangannya dilaksane wakil kepala daerah atau oleh pejabat
yang ditunjuk.

mestinya harus tahu isi

sasi kepada

an penting. *

pak
allaf dalam fungsi le i DP bta Parepare
Nomor 12 Tahun 2011 e

p an Peraturan

apkan pada tahap penyebar yaitu melakukan

adap peratu dibuat dan kan kepada

elum dilaksanaka

mensosialis

ensosialiM EEIP*REM sepe
»

daerah past

DPRD Kota
psialisasikan
DPRD Kota
Parepare, biasanya melalui suatu forum'secara langsung dengan masyarakat. Hal ini

juga telah disebutkan dalam Q.S. Al-Anam/6: 19:

% Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 240
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Terjemahnya :
Dan Al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi
peringatan k%padamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran
(kepadanya).®

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa Al-Qur’an diwahyukan kepada

Muhammad agar ia dapat men an atau syariat dari Allah Swt. Asas

legalitas ini telah ada d gan disyariatkannya hukum
dkan agar
masyars gerti  dan d-maksud ya dung dalam

elaksanakan

daerah dan
pihak te innya i li i a. 1%
a digunakan

ara lain :

, sekretariat

pemerintah nondepartemen dan pihak terkait dan menyediakan salinan peraturan dan

1% Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, h. 130

190 Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 242

102

Ahmad Yani, Pembentukan Undang-undang & perda, h. 134.
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perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah dan berita daerah
bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihak yang untuk keperluan tertentu
membutuhkan salinan otentik peraturan perundang-undangan dapat mengajukan

permintaan kepada sekretariat daerah.'®® Penyebarluasan melalui media cetak juga

telah dilakukan melalui suatu kor itu dilakukan oleh pihak DPRD Kota

Parepare melalui pers yan rna dalam proses pembentukan
peraturan daerah Kot bentuk koran.

2. media eletronik.

ariat negara,

sekre langgarakan

sistem perundang-undangan Y Untuk ini
D hendaknya memiliki masyarakat

mudah rkembangan kedua lem DPRD Kota
mempunyai

bergabung a Parepare,

uk melihat : epare dicek

DPRD Kota

aksesnya.

103

Ahmad Yani, Pembentukan Undang-undang & perda, h. 134

104

Ahmad Yani, Pembentukan Undang-undang & perda, h. 135
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http://jdih.pareparekota.go.id/

3. Penyebarluasan dengan cara lain
Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat melakukan sosialisasi peraturan

perundang-undangan baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga

terkait lain. Sosialisasi sebagaiman aksud adalah dengan cara tatap muka

atau dialog langsung, beru temuan ilmiah, konferensi pers
dan cara lainnya.’® i dengan dialog langsung
asyarakat dan beberapa
diterbitkan
musyawarah dan as kewajiban

ngsi legislasi di DPRD

D pada dasarnya bersi apat tertentu

1% Semua rapat yang dila pta Parepare

kan secara ambil suatu san. Hal ini

sesuai | an dari sala merupakan atu anggota

DPRD ansi, SE, bah

D
m ;
da bentuk suatu
k

105

Ahmad Yani, Pembentukan Undang-undang & perda, h. 137

106

Daerah, h.87

107

Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan

Sudirman Tansi, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor
DPRD Kota Parepare, 29 Oktober 2019
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Hal sama juga dikemukan oleh kepala staf bagian hukum Bapak Naim, SH,

bahwa :

Ya harus, di DPRD kota Parepare dalam memutuskan suatu peraturan daetah
harus bermusyawarah karena nanti jadi mandek (macet) kalau ada yang tidak
sepakat terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mau dimasukkan dalam aturan
tentu harus dibahas bersama, disitulah muncul kesepakatan, setiap item-item itu
harus dibahas bersama.'®®

Hal ini ditambahkan «lagi oleh salah satu narasumber yang penulis
wawancarai yaitu Bapak Muhammad Yusuf Lapanna; S.HI dengan menyebutkan
dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kota Pareprae ini musyawarah sering
berlangsung pada tahap pembentukansdan.penetapan, seperti inilah pernyataan beliau

tersebut :

DPRD Kota Parepare selalu”mengambil keputusan secara munsyawarah
mufakat, hal ini biasa sering berlangsung pada tahap pembahasan dan
penetapan, di DPRD juga dikenal dengan adanya istilah voting, suara terbanyak
selalu menentukan kebijakan/putusan.™

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
dalam membentuk suatu peraturan daerah maupun kegiatan lainnya DPRD Kota
Parepare harus berdasarkan musyarawah dalam setiap rapat yang dilakukan di DPRD
Kota Parepare. Karena jika tidak" dilakukan secara musywarah kemungkinan akan
menimbulkan konflik dikemudian hari terhadap peraturan yang telah dibuat tersebut
disebabkan karena adanya pihak yang tidak setuju dan peraturan yang telah buat
tersebut bisa saja_akan mandek" (berhenti “di’ tengah jalan) dan dalam tahap
pembahasan dan penetapan peraturan daerah di DPRD Kota Parepare asas

musyawarah ini sering dijadikan alternatif untuk mengambil suatu keputusan, namun

% Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan dan Risalah DPRD Kota Parepare,

wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019

1% Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di

Kantor DPRD Kota Parepare, 4 November 2019
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jika dalam musyawarah tersebut keputusan belum tercapai maka yang digunakan
adalah yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting).
Namun kenyataannya dalam rapat DPRD Kota Parepare, pelaksanaan

pengambilan keputusan berdasarkan voting belum pernah diterapkan, meskipum

dalam peraturan tata tertib DPRE Parepare dan Undang-undang telah

disebutkan. Pengambilan ke daerah maupun peraturan lainnya
selalu secara musyawe

pupaten/kota mengenai peraturan daerah dapat mengambil
b peraturan
ika :

h paling sedikit 2/3 (d ah Anggota

an pimpinan DPRD se n Perda dan

idak terpenuhi, maka rapat a pal

kali de i ebih dari 1 (

yak 2 (dua)
am. Apabila

a terpenuhi s itunda lebih

ng lama 3 (tic atau sampai
a rapat tidak
ahkan kepada

pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.**"

19 gekretaris Daerah Kota Parepare, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Parepare, bab 1X, bagian kedua, Paragraf 2, pasal 120 ayat 1 huruf b.

111

Daerah, h.88

Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan
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Adapun daftar rapat-rapat yang dilakukan di DPRD Kota Parepare sesuai
dengan pasal 112 peraturan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata
Tertib DPRD Kota Parepare™? :

a. Rapat paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua

dan wakil ketua DPRD nerupakan rapat forum tertinggi dalam

melaksanakan we RD antara lain untuk menyetujui

rancangan aerah dan menets tusan DPRD.

eh pimpinan

merupakan rapat an RD dengan
n pimpinan alat keleng pimpin oleh
ketua DPRD.

it badan mus warah yang

isi yang di

pimpin oleh

112 gekretaris Daerah Kota Parepare, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Parepare, bab 1X, bagian kedua, Paragraf 1, pasal 112.
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h. Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran
i. Rapat bapemperda merupakan rapat anggota bapemperda yang dipimpin

oleh ketua atau wakil ketua bapemperda.

J.  Rapat badan kehormatan n rapat anggota badan kehormatan yang
dipimpin oleh ke
erupakan ra panitia khusus yang oleh
panitia khusus.

i, gabungan

bejabat yang

dapat merupakan rapat isi gan komisi,
n anggaran, atau panitia : ah daerah
ndapat umum adalah rapat gan komisi,

pemerintah

2orangan, kel atau badan swasta.

rapat di , kecuali ra rtentu yang

mum  wajib

Kota Parepare
berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan diterapkan pada tahap pembahasan dan penetapan, segala

keputusan dalam rapat di DPRD Kota Parepare selalu diambil secara musyawarah.
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Musyawarah sebagai pemecah kebuntutan ketika masyarakat menghadapi
masalah, dengan adanya musyawarah akan banyaknya pemikiran yang akan
dipersatukan dan menjadi tanggung jawab bersama setelah keputusan diambil.

Musyawarah juga menghasilkan solusi yang solutif, keputusan musyawarah akan

menjadikan solusi yang akan diteri emua pihak, hal ini di dasari keputusan
diambil secara bersama me

8 peraturan DPRD Kota

usyawarah untuk mufa
ra pengambilan keptus aksud pada

tercapai, keputusan dia

ini dalam Undang-undang 12 011 Tentang

Peraturan Pe dengan asas argaan yang

pasal 6 ayat keluargaan adalah & setiap materi

ran perundang- ncerminkan arah untuk

o el fap

dalam Q.S

113

Daerah, h.87

114

Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan

Sekretaris Daerah Kota Parepare, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Parepare, bab 1X, bagian kedua, Paragraf 2, pasal 118.

"> yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, h. 153
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Terjemahnya :

159. ......... dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.*®

Ayat ini dijadikan sebagai garis hukum maka ia dapat dirumuskan

sebagai berikut; “hai Muhan nusyawarah dengan para sahabat
dalam memecahkan s salah kenegaraa ecara lebih umum “umat

ah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”.

dalam aannya
negara Islam disetiap yakni wajib
gan rakyat dalam segal guasa harus

iap perkara pemerint politik dan

dang g, juga dalam setiap ya emashalatan
kemashalata i lah tindakan

enangnya yang ter

awarah tidak antara sel maka
ilaksanakp AanI(E)PAR -benar i dan dapat
0 dengan

legislatif) yang dipilih oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam mengungkapkan

1® Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, h. 71
"7 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, h. 112
“¥rarid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 58
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aspirasi mereka dan memeliharan kemashalatan mereka.™® Serta semua masalah yang
berhubungan dengan negara dan kemashalatan umat apabila tidak menemukan
penyelesaiannya di dalam Al-Qur’an dan Hadis maka permasalahan tersebut

diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Alhul hilli wal aqdi tersebut.

Pada masa kini musya apat dilakukan melalui suatu lembaga

pemerintahan yang disebu apapun namanya yang sesuai

ban daripada
lukan untuk

DPRD Kota

dahulu

narasu Hj. Fatmah

a diterapkan, karena ia endahulukan
n daripad A 0 Parepare dia
nakan ewa]iban.dulu-baru.mend aknya.

Naim, SH,

bahwa :

% Farid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, h. 65
129 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, h. 116

121

Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota
Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019.
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lya kewajiban dulu nanti setelah melakukan kewajiban itu haknya untuk
memperoleh penghasilan mengikut di belakangnya, kewajibannya dulu
mengikuti setiap rapat-rapat baru dia dapat gaji/tunjangan.

Namun sedikit berbeda dari pendapat di atas, di mana beliau ini memaparkan
bahwa ada beberapa anggota DPRD Kota Parepare yang masih melanggar dengan

tidak menuaikan kewajibannya, Hal ini.dipaparkan oleh Bapak Muhammad Yusuf

Lapanna, S.HI bahwa :

lyalah kewajiban itu.harus didahulukan daripada hak pada kegiatan apapun itu
begitupun dalam proses pembentukan Perda harus.diterapkan pada setiap tahap
proses pembentukan perda, walaupun sebenarnya tindakan dan faktanya tidak
seperti itu, contoh seperti ini anggota DPRD kan wajib hadir dalam rapat sesuai
dengan_undangan, Kkarena pada dasarnya_anggota _DPRD __harus banyak
berdekatan dengan masayrakat, tapi inikan di DPRD Kota Parepare banyak juga
yang malas datang, jadi ini kan namanya melalaikan kewajibannya dan ketika
kita gajian mereka banyak menerima tunjangan, tidak sesuai dengan kewajiban
sebenarnya.

Mengenai sanksi atas sikap Anggota DPRD tersebut di atas, dipaparkan lebih

lanjut oleh Bapak Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI, bahwa:

Kita kembalikan ke fraksi, seperti kemarin ada beberapa anggota DPRD kota
Parepare tidak hadir dalam rapat, itu kita kembalikan kepada fraksinya, itu kita
minta ke fraksinya untuk menelpon seluruh anggotanya untuk dihadirkan dalam
rapat, untuk masalah pelanggaran seperti itu masih ditangani oleh fraksi, tetapi
ketika frkasinya tidak mampu mendatangkan,anggotanya tersebut, maka yang
menangani hal tersebut langsung-oleh bagian BK (bimbingan Konseling) untuk
diberikan sanksi berupa teguran Iisané teguran tertulis dan/ atau diberhentikan
dari pimpinan pada alat kelengkapan.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
kewajiban itu seharusnya - didahulukan:terlebih dahulu=di DPRD Kota Parepare baik
itu dalam rapat pembentukan peraturan daerah maupun kegiatan lainnya setelah itu

anggota DPRD baru menerima haknya berupa gaji, namun kenyataannya masih ada

2 Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare,

wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019.

' Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di

Kantor DPRD Kota Parepare, 4 November 2019.

24 Muhammad Yusuf Lapanna, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di

Kantor DPRD Kota Parepare, 4 November 2019.
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anggota DPRD yang melanggar dengan tidak menghadiri rapat sedangkan mereka
begitu banyak menerima tunjangan/gaji.
Asas mendahulukan kewajiban dari pada haknya dalam fungsi legislasi

DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-un n diterapkan pada semua yaitu mulai pada

tahap perencanaan sampai enyebarluasan, di mana mereka

harus menunaikan k a terlebih dahu menghadiri rapat, setelah
ataannya di DPRD Kota
t.

um te dalam pasal

tang ertib DPRD

eraturan daerah bersam ta
dan memberikan persetuju canga uran daerah
likota.

pelaksanaa ran daerah,

U

Memilih Pﬁtnﬂnangalam hal kekosongan

walikota

dan/atau wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui

12> Sekretaris Daerah Kota Parepare, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Parepare, bab 11, bagian kedua, Paragraf 2, pasal 8
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gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian.
f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada walikota terhadap

rencana penjanjian internasional di daerah.

Dalam pasal 115 juga men
(1) Setiap Anggota DPR pat DPRD, sesuai dengan tugas

(2) Anggota DPRD ve iri RD sebagaimana yang dimaksud

lah uang yang diberik da pimpinan
ehubungan dengan kedu
ang yang diberikan se

am menghadiri dan mengik

da pimpinan

ketua, wakil

126 Sekretaris Daerah Kota Parepare, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Parepare Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Parepare, bab X, bagian kedua, Paragraf 1, pasal 115.

27 Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan

Daerah, h.79-84

70

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



e. Tunjangan badan anggaran adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
ketua, wakil ketua, sekretaris, ataupun anggota badan anggaran.

f.  Tunjangan badan kehormatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada

pimpinan dan anggota DPRL bungan dengan kedudukannya sebagai

ketua, wakil ketua, se a badan kehormatan

ediakan berupa pemberian

h. asa a ; ke
D as jasa pengabdiann h
ntika hormat
I. jan I intensif adalah tunjan pa u g diberikan
pim an anggota DPRD setiap b alam mendorong

enyalurkan masyarakat

i mengandung rtian bahwa

lu daripada
a an yajiffa

Keringat mereka

Dalam syariat Islam berlaku ketentuan bahwa seseorang baru memperoleh

haknya (imbalan gaji) setelah ia menunaikan kewajibannya. Setiap orang bebas

128 Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 234
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berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai maslahah bagi dirinya dan
keluarganya. Maka tidak dibenarkan jika suatu hak diberikan tanpa melaksanakan

kewajiban terdahulu. Hal ini disebutkan dalam Q.S. Al-Tahrim /66: 6:

Terjemahnya :

Hai orang-oran

al-haraj ini
an peraturan
rakat karena
Seperti yang

dipaparkan oleh Ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH, MH, bahwa :

lye harus dipertimbangkan kemampuan masyarakat untuk pelaksanaan karena
outputnya itu kepada masyarakat. Setiap pemebentukan perda itu output ke

% Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, h. 560
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masyarakat, jadi kita harus memperhatikan kemampuannya, siapa tahu kita huat
ketentuan yang tidak bisa dilakukan masayarakat menjadi mandet nantinya.**

Penerapan asas adam al-haraj tersebut diterapkan melalui konsultasi publik
yang pada pembentukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare berdasarkan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan pada tahap perencanaan, seperti

yang dipaparkan oleh Bapak H. Sudirman Tansi, SE, bahwa :

Jadi kalau kita mau membuat suatu peraturan daerah, itu ada namanya
konsultasi publik, kita menyampaikan dulu ke.masyarakat bahwa iniloh yang
mau kami buat, apakah kalian setuju berikan kami pendapat.**

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala bagian Bagian Legislasi,

Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare Bapak Naim, SH, bahwa :

Sebelum pementukan perda itu dikonsultasi publikan ditanya dulu masyarakat,
apakah masyarakat int_bersedia menerima Kita buat aturan, kita tidak serta
merta dibuat aturannya.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa
setiap peraturan daerah sebelum dibentuk, anggota DPRD Kota Parepare selalu
melakukan konsultasi publik..

Maka dari 'itu asas adam al-haraj dalam fungsi legislasi di DPRD Kota
Parepare berdasarkan Undang-undang.Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan diterapkan pada tahap perencanaan melalui kegiatan
yang dinamakan konsultasi  publik melalui suatu forum untuk ‘'meminta pendapat
masyarakat dan pemahaman terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat.

Tujuan dari konsultasi publik tersebut adalah untuk menghasilkan masukan

dan persepsi yang berguna bagr warga negara dan masyarakat yang berkepentingan

130

Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota
Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019.

3! Sudirman Tansi, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor

DPRD Kota Parepare, 29 Oktober 2019.

32 Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare,

wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019.
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(publik inters) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena
dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok
kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan

penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian

menuangkannya dalam satu konsep
Partisipasi dimak: aan pihak-pihak luar DPRD dan

pemerintah daerah da ncangan peraturan daerah.

Ada dua sumber pa Si: pertama, dari unsur pe ahan di luar DPRD dan

goi. Kedua,

ual sep jalaman atau

ihak-pihak luar DPR i jerah sangat

tahuan, keahlian, atau

uhi syarat peraturan perun

yang hidup masyarakat,

ungjawab atas perd ut. '

Nomor 12 T 011 Tentang

eraturan Pnnl.EMaR Egan asas Jilaksanakan

berlaku asas

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

133 praptanugraha, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Jurnal

Hukum 15, no. 3, 2008), h. 469.

3% praptanugraha, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” h. 470.
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undangan tersebut di dalam masyarakat. Sedangkan asas keterbukaan adalah bahwa
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan dan pembahasan bersifat terbuka. Dengan demikan seluruh lapisan

masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan

dalam proses pembuatan peraturan pe ng-undangan.®

Dalam menetapkan an senantiasa memperhitungkan
kemampuan manusia dkan dengan memberikan
nade ia, agar menerima

secara tegas

Swt kepada

memikul

suai dengan

kemampuannya merupakan syarat dalam penerapan ketetapan hukum dalam Islam.

3> yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, h. 154

B¢ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, h. 49
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Suatu ketetapan hukum di luar jangkuan kemampuan manusia tidak sah dibebankan
kepada manusia sebagai pertanggungjawaban hukum.**’

Sedangkan mengenai implementasi asas keadilan. Di DPRD Kota Parepare
asas keadilan merupakan asas yang sangat penting, karena suatu hukum sendiri
dibentuk untuk menciptakan rasa_keadilan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak

Naim, SH yang menyatakan bahwa :

Ya tentu dong, ini‘asas yang paling penting dalam pembentukan ranperda yah
buat apa dibuat perda kalau tidak ada asas keadilanya, karena aturan itu
dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat di situ intinya.**

Pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat yang satu ke masyarakat
yang lain, tergantung kepada perkembangan “aliran filsafat hukum yang dianut
masyarakat tersebut. Hal ini sesuai “dengan yang dipaparkan oleh salah satu

narasumber yang merupakan salah satu anggota DPRD Kota Parepare, bahwa :

Adil bukan berarti sama rata, adil bagi saya melaksanakan kewajibannya dan
menerima haknya dan dalam pembentukan perda masayrakat itu diperlakukan
sama tidak memandang status.

Berdasarkan 'hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
pengertian adil itu berbeda-beda: setiap. masing-masing orang.

Di DPRD Kota Parepare.asas keadilan itu sendiri sangat diperhatikan karena

asas keadilan tersebut juga terdapat dalam Undang-undang Nomeor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan-yang dipedomani oleh anggota

DPRD Kota Parepare, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Hj. Fatmah Muhammad,

SH,MH yang merupakan staf Bagian Legislast, Persidangan, dan Risalah' DPRD Kota

Parepare, bahwa:

Sangat penting untuk diterapkan karena dalam pembentukan 9peraturan
perundang-undangan secara umum juga mengandung asas keadilan.*®

37 Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, h. 238

3% Naim, Kepala Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota Parepare,

wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 30 Oktober 2019
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Dipaparkan lebih lanjut oleh ibu Hj. Fatmah Muhammad, SH,MH, jika asas
keadilan itu terapkan kemasyarakat dan juga anggota DPRD Kota Parepare, inilah

pendapat beliau :

Hal itu diterapkan dan diperhatikan mulai dari perencanaan sampai dengan
penetapannya, misalnya dalam menyusun suatu perda yang berkaitan dengan
keagamaan kami itu tidak melakukan diskriminasi dalam pembentukan perda,
kami mengundang semua perwakilan-masing-masing agama yang ada di Kota
Parepare dalam rapat untuk diminta pendapatnya.

Hal sama juga dipaparkan oleh Bapak Ir. H. Yasser Latief, MM, bahwa :

Asas keadilan itu diterapkan dalam proses pembentukan perda di mana seluruh
anggota DPRD kota Parepare diberikan hak untuk mengajukan rancangan perda
dan hziﬁ(1 menyampaitkan_usul dan pendapat_dalam_setiap_rapat_pembentukan
perda.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa
asas keadilan tersebut diterapkan dalam proses pembentukan peraturan daerah atau
fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare berdasarkan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimulai dari tahap
perencanaan Sampai dengan penetapan dan rasa keadilan itu sebisa mungkin
dirasakan masyarakat maupun dari anggota DPRD Kota Parepare sendiri.

Di mana dalam proses pembentukan perda di DPRD Kota Parepare pada tahap
perencanaan, seluruh masyarakat yang terkait dengan rancangan peraturan daerah
yang dibuat akan diundang dalam suatu pengkajian peraturan daerah sehingga sebisa
mungkin tidak __menimbulkan “diskriminast_terhadap masyarakat yang terlibat,

begitupun dengan anggota DPRD Kota Parepare mereka masing-masing mempunyai

139

Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota
Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019
140

Fatmah Muhammad, Staf Bagian Legislasi, Persidangan, dan Risalah DPRD Kota
Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 31 Oktober 2019

! yasser Latief, Anggota DPRD Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Kantor DPRD

Kota Parepare, 28 Oktober 2019
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hak yang setara dalam proses rapat pembentukan peraturan daerah mulai dari tahap
perencanaan sampai dengan tahap penetapan yaitu hak untuk menyatakan pendapat
dan hak mengajukan rancangan perda

Asas keadilan yang terdapat dalam pasal 6 angka 1 huruf g Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentan tukan Peraturan Perundang-undangan

mempunyai pengertian ba eraturan perundang-undangan

harus mencerminkan cara propors etiap warga negara tanpa

142

terkecuali.
g dimaksud
adalah e nggota O ' i da alurkan dan
i

hak itu berlaku untuk D.

a
a.1
n

a

nd
S kyat yang diwakilinya gajuan usul
43

n prinsip asasi yang i alam Islam.
a

at atakan berulang kali dala : itama dalam

akan hukum.

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

Y2 yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, h. 154

143

Daerah, h.75
* Afifuddin Muhajir , Figh Tata Negara, (Cet; I, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 47

Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Pranada, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan
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baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.**

Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, baik kawan maupun lawan. Hal

ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah/5: 8 :

;_’\aegggmesw;;‘yj
u}\.’uju.\)m&.\\u\

3 erhadap sesuatu kaum,
........... i aku adillah ena adil itu Ieb|h
13 Allah Maha

kan sesama

memosisikan mereka se gan s kondisinya

pernah membedakan orang dan putih,

orang Arab dan yang lai tidak membatasi

sosial d Jang-undang

yang otivasi dan

> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, h. 87

¢ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Lajnah

Pentashih Mushaf Al-Qur’an, h. 108
Y7 Afifuddin Muhajir , Figh Tata Negara, h. 48
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mengingatkan supaya tidak meninggalkannya terutama dalam hal penetapan hukum
dan menegakkan keadilan.**®
Pendapat Daniel Webster tentang tujuan hukum Islam, menurutnya,

“keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam”. Juga sejalan dengan pendapat

Abdullah Yusuf Ali bahwa kata a am Al-Quran adalah istilah yang bersifat

kompherensif yang mengca m kemanusiaan.'*°

Konsep keadil : kepada keadilan yang telah
sendiri. Karena tidak ‘mungkin manusia mengetahui

segala yang

hukum  sipil,

pada penalaran manusi

13l

PAREPARE
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2009), h. 26

% Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, Labib Muttagin, Hukum Islam dan Hukum Barat,
(Malang: Setara Press, 2017), h. 69

Nadirsyah Hawari, Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta: Amzah,
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan infromasi yang telah diperoleh oleh penulis dari proses

wawancara, penulis dapat menyimp

5.1.1. Penerapan asas dar’ g jalbi al mashalih dalam fungsi

Perundang-
Jalah untuk
anfaat. Dalam pembent
sebut telah diperhatikan
kajian terhadap rancang
asas fahm al mukallaf
Kota Parepa apun bentuk

arluasannya adala ialiasi pa ap peraturan

yang telah

kat sebelp *lnErP A R E

pare kepada

pta Parepare
pembentukan
peraturan daerah di DPRD Kota Parepare. Asas musyawarah ini sering
dijadikan alternatif untuk mengambil suatu keputusan, namun jika dalam
musyawarah tersebut keputusan belum tercapai maka yang digunakan adalah

yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting). Namun
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kenyataannya di DPRD Kota Parepare pengambilan keputusan secara voting
belum pernah diterapkan Sedangkan asas mendahulukan kewajiban daripada
hak diterapkan dalam semua tahap pembentukan peraturan daerah di DPRD

Kota Parepare yaitu anggota DPRD kota Parepare terlebih dahulu

menjalankan kewajibannya hadir di setiap rapat pembentukan

Peraturan Daerah kegiatan lainnya, setelah itu
Anggota DPRE 2neri ' ji. Namun kenyataannya di
melalaikan
as.

ta Parepare

hap perencanaan dala ran daerah,

raturan daerah di DPR entuk maka

giatan yang dinamaka Itasi oleh DPRD

repa k meminta pendapat masya sas keadilan

an  mulai n sampai
tukan peratu a Parepare. F
dibentuk un keadilan. D:s

an Daeralp Rn EMRE keadilan

penetapan

lan terhadap
daerah yaitu
Anggota DPRD Kota Parepare mengundang masyarakat yang terlibat dalam
pengkajian perda yang akan dibuat untuk meminta pendapatnya, begitupun
dengan anggota DPRD Kota Parepare rasa keadilan itu tercipta pada setiap

rapat pembentukan peraturan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai
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tahap penetapan. Di mana semua anggota DPRD mempunyai hak untuk
menyatakan pendapat dan usul berkaitan dengan peraturan daerah yang
dibuat.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk pihak lembaga (DPRD K epare) seharusnya lansung memberikan

sanksi yang berat jika melalaikan kewajibannya

kewajiban

peraturan daerah mel DPRD Kota

mpunyai website terse keseluruhan

Parepare serta di d Jaerah Kota

e ya terbit tergabung di dala syarakat dan

semakin mu terbit dan
gkan di DPRD ko
5.2.3 neliti yang | daklanjuti pe ini dengan
ebih luas.

ang 'Eb"‘P‘HREMaR Eteri-mater
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Astrid Zakinah Mawaddah
Prodi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Syariah dan lImu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Asas-asas Hukum Islam dalam Fungsi Legislasi
DPRD Kota Parepare

1.
2.

10.

11.

12.

Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare ?
Apakah proses pembuatan peraturan daerah di DPRD sesuai dengan Undang-
undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan ?

Menurut bapak/ibu apakah asas-asas hukum islam dapat diterapkan dalam
fungsi legislasi DPRD ?

Menurut bapak/ibu apakah asas Dar 'ul mafasid muqoddam ala Jalbi al
mashalih ( kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kemashalatan
umum) dapat diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di
DPRD Kota Parepare?

Ditahap manakah asas Dar ‘ul mafasid mugoddam ala Jalbi al mashalih
tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?
Bagaimanakah bentuk.implementasi asas.Dar ul mafasid mugoddam ala Jalbi
al mashalih tersebut dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?

Menurut bapak/ibu apakah-asas fahm al mukallaf (pengetahuan dan
pemahaman masayrakat terhadap subtansi hukum) dapat diterapkan dan di
perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?

Ditahap manakah asas fahmral mukallaf tersebut di terapkan dalam fungsi
legislasi DPRD kota Parepare ?

Bagaimanakah bentuk implementasi asas fahm al mukallaf tersebut dalam
fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?

Menurut bapak/ibu apakah asas Musyawarah dapat diterapkan dan di
perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota Parepare?

Ditahap manakah asas Musyawarah tersebut di terapkan dalam fungsi legislasi
DPRD kota Parepare ?

Bagaimanakah bentuk implementasi asas Musyawarah tersebut dalam fungsi
legislasi DPRD kota Parepare ?
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13. Menurut bapak/ibu apakah asas mendahulukan kewajiban daripada hak dapat
diterapkan dan di perhatikan dalam proses fungsi legislasi di DPRD Kota
Parepare?

14. Ditahap manakah asas mendahulukan kewajiban daripada hak tersebut di
terapkan dalam fungsi legislasi DPRD kota Parepare ?

15. Bagaimanakah bentuk implementasi asas mendahulukan kewajiban daripada
hak tersebut dalam fungsi legislasi. DPRD kota Parepare ?

16. Menurut bapak/ibu apakah al haraj (tidak menyempitkan/
memperhatikan /mem puan masayrakat untuk
melaksanakan at Jan di perhatikan dalam
proses fungsi ] o

17. Ditahap , bkan dalam fungsi

18. Jalam fungsi
19. pakah asas keadi erhatikan
egislasi di DPRD Kota
20. s keadilan tersebut di te
?
21. k implementasi asas kea
Parepare ?
22. kendala-ken ang biasa di h i dala

tukan peratu a Parepare ?

PAREPARE
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ALUR PEMBAHASAN RANPERDA DI DPRD KOTA PAREPARE

A. Ranperda Usulan Anggota DPRD

Pembicaraan Tingkat 1

Penjelasan Pendapat Jawaban Rapat Gabungan
DPRD Kepala DPRD Komisi bersama
Daerah Eksekutif

l

ﬁnjekﬂsan : \ Pembicaraan
Tingkat 2

1. Penjelasan DPRD /Pengambilan \
Dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan. Keputusan :
DPRD dapat menunjuk pimpinan komisi. '
Pimpinan gabungan komisi atau pimpinan 1. Laporan
badan legislasi daerah untuk menyampaikan panitia
penjelasan secara tertulis mengenai khusus
rancangan peraturan daerah yang di ajukan 2. Pendapat

2. Pendapat Kepala Daerah Fraksi
Dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan. 3. Permintaan
Kepala daerah menyampaikan secara tertulis k - /
pendapatnya terhadap rancangan peraturan
daerah. v

3. Jawaban DPRD i
DPRD dapat menunjuk pimpinan komisi. Pendapat Akhir
Pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Kepala Daerah
badan legislasi daerah untuk menyampaikan
tanggapan jawaban secara tertulis atas
pendapat kepala daerah

4. Rapat Pembahasan
Dilakukan dalam rapat gabungan komisi
yang dilakukan dengan mmbentuk panitia
khusus untuk membahas bersama dengan

kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk
\\untuk mewakilinya /
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B. Ranperda Usulan Kepala Daerah

Pembicaraan Tingkat 1

Rapat Gabungan

Penjelasan Pandangan Jawaban Komisi b
Kepala umum fraksi- Kepala ElngI(SI : fersama
Daerah fraksi dalam Daerah sekuti

dewan

l

ﬁenje]asan : \ P(_ambicaraan
Tingkat 2

1. Penjelasan DPRD /Pen ambilan \
Dilaksanakan dalam rapat paripurna Ke %tusan )
dewan. DPRD dapat menunjuk pimpinan P '
komisi. Pimpinan gabungan komisi atau 1. Laporan
pimpinan badan legislasi daerah untuk panitia
menyampaikan penjelasan secara tertulis khusus
mengenai rancangan peraturan daerah 2. Pendapat
yang di ajukan Fraksi

2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewab 3. Permintaan
Dilaksanakan dalam rapat paripurna -
dewan. Fraksi-fraksi dalam dewan
menyampaikan pandangannya secara l
tertulis terhadap rancangan peraturan )
daerah. Pendapat Akhir

3. Jawaban DPRD Kepala Daerah
DPRD dapat menunjuk pimpinan komisi.
Pimpinan gabungan komisi atau pimpinan
badan legislasi daerah untuk

menyampaikan tanggapan jawaban secara
tertulis atas pendapat kepala daerah

4. Rapat Pembahasan
Dilakukan dalam rapat gabungan komisi
yang dilakukan dengan mmbentuk panitia
khusus untuk membahas bersama dengan

kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk
\untuk mewakilinya /
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NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KOTA PAREPARE 2019-2024 BESERTA

PENGELOMPOKAN BIDANGNYA

a. Komisi
O | KOMISI NAMA JABATAN
Komisi | Ir. H. Ka din Kadir, M.Si Ketua
Satri Wakil ketua
D Sekretaris

: Anggota

ing Rah Anggota

uhammad Yusuf Lag Anggota

brahim Suanda Anggota

amri Nasir
. Sudirman Tansi, SE
udy Najamuddin

. Muliadi, S.Sos
Andi Muh. Fudail, SE
-1.AN | Am \Y

OO WNRFRO~NOOIRARWNE O~NOOITR~WNRZ

b.
N
1. n DPRD
2. H. Tasming Hamid, SE, M Wakil Ketua PImpinan DPRD
3. | M. Rahmat Sjamsu Alam, S Wakil Ketua Pimpinan DPRD
4. | H. Amiruddin Idris, SH. M Sekretaris Sekretaris DPRD
5. | Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si | Anggota F. Golkar
6. | H. Suleman, SE Anggota F. Golkar
7. | Kamaluddin Kadir, S.Sos, MM | Anggota F. Gerindra
8. | Ir. Ibrahim Suanda Anggota F. Fakar
9. | Hj. Hariani Anggota F. Fakar
10. | Hj. Asmawati Anggota F. Nasdem
11. | Suyuti, SE Anggota F. Nasdem
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12. | H. Bambang H. M. Natsir Anggota F. Demokrat
13 | Namri Natsir Anggota F. PBD
14. | Satriya, SH Anggota F. PBD

. Badan Legislasi/Badan pembentukan Peraturan Daerah

No | NAMA | JABATAN UNSUR

1. | Ir. H. Yasser Latief, M F. Nasdem

2. | Muhammad Yusu il Ketua F.Gerindra
SH

3. Sekretaris DPRD

4, F. Fakar

5. .

6.

7.

8.

9.

1

1

JABATAN

€
a

©CONOO1 hwhEZ m

F. Golkar
F.Demokrat
F. PBD
F. PBD

H. Muliadi, S.Sos
H. Yangsmid Rahman, SE
Rudy Najamuddin

Hj. Apriyani Djamaluddin

Anggota
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DOKUMENTASI

1. Muhammad Yusuf Lapanna, S.HI. (anggota DPRD Kota
Parepare)

3. H. Sudirman Tansi, SE. (anggota DPRD Kota 4. Naim, SH. (Kepala Bagian Legislasi, Persidangan dan
Parepare) Risalah)

5. Hj. Fatmah Muhammad, SH, MH. (Staf Bagian Legislasi,
Persidangan dan Risalah
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RIWAYAT HIDUP
Astrid Zakinah Mawaddah, lahir pada tanggal

04 Mei 1997 di Kota Parepare. Anak tunggal dari
jyan suami isteri Bapak Muh. Arkam dan
Penulis mulai masuk pendidikan

n Dasar Negeri (SDN) 56
03-2009 selama 6 tahun,
(SMPN) 9
ma 3 tahun,
Sekolah Menen (SMAN) 4
015. Setelah lulus SMA pendidikan
slam Negeri (STAIN) ang berubah
na Islam Negeri (IAIN) 2015 dengan

u Hu m, Program ukum Tata

memperoleh gel m, penulis kan skripsi

“Implementa lam Dalam F

" PAREPARE

Legislasi di
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